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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN 

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 48 TAHUN 2014  

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  

REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Fungsional Arsiparis, nomenklatur jabatan fungsional 

kategori keterampilan perlu disesuaikan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali 

Jabatan Fungsional Arsiparis; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Fungsional Arsiparis; 
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Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang 

Dokumentasi Perusahaan (Lembaran Negara  Republik 

lndonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 3674); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara  Republik lndonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 5071); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5121); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 

2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5467); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 

Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4019); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 164); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5258); 

12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas  

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 235); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN 

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 

48 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL 

ARSIPARIS. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 

2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, diubah sebagai 

berikut:  

 

1. Ketentuan angka 42 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai  Negeri  Sipil  yang  selanjutnya  disingkat  

PNS adalah  warga  negara  Indonesia  yang  

memenuhi syarat  tertentu,  diangkat  sebagai  Pegawai  

ASN secara  tetap  oleh  pejabat  pembina  

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat  yang 

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan,  dan  pemberhentian  Pegawai  ASN  dan 

pembinaan  Manajemen  ASN  di  instansi  pemerintah 

sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan. 

3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat  yang 

mempunyai  kewenangan  melaksanakan  proses 

pengangkatan,  pemindahan,  dan  pemberhentian 

Pegawai  ASN  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan 

perundang-undangan. 

4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi  fungsi  dan  tugas  berkaitan  dengan  

pelayanan fungsional  yang  berdasarkan  pada  

keahlian  dan keterampilan tertentu. 

5. Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional 

tertentu yang mempunyai ruang lingkup fungsi, dan 

tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk 

melaksanakan kegiatan kearsipan pada Lembaga 

Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa,dan 

Perguruan Tinggi Negeri. 

6. Arsiparis adalah seseorang PNS yang memiliki 

kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui 

pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan 

kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan 

tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan 

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di 

lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, 

pemerintahan desa  dan satuan organisasi perguruan 

tinggi negeri.  
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